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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
    

NOMOR 21 TAHUN  2008 
    

TENTANG  
    

ORGANISASI DAN TATA KERJA   
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG  

    

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
    

BUPATI PEMALANG, 
    

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat 
menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan 
dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perijinan 
yang bersifat lintas sektor, Bupati dapat membentuk unit 
pelayanan terpadu; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kabupaten Pemalang.  

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor  
4737); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah 
Kabupaten  Pemalang Tahun 2008 Nomor 1 ). 

 
Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN  PEMALANG 

dan 
BUPATI PEMALANG 

 
MEMUTUSKAN    : 

   
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN 
PEMALANG. 

   
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Pemalang. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan dan kelurahan, Satpol PP dan lembaga lain. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. 
7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang yang selanjutnya 

disebut Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah bagian dari perangkat 
daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan. 

8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan 
usaha atau kegiatan tertentu. 

9. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan 
tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. 

10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja 
perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan 
pelayanan perijinan. 

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri 
dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

  
BAB II 

PEMBENTUKAN 
 

Pasal 2 
   
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang. 

 
BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 3 
 

(1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

(2) Kepala kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena jabatanya adalah 
sebagai Kepala Sekretariat. 
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Pasal 4 
  

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan 
koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara 
terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan 
dan kepastian.  

 
Pasal 5 

  
(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari : 

 a. Kepala Kantor/Sekretaris; 
 b. Subbagian  Tata Usaha; 
 c. Seksi Pelayanan;  
 d. Seksi Perijinan;  
 e. Seksi Kajian, Informasi dan Pengaduan. 
 f. Tim Teknis 
 g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian  Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian  Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Kantor. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok kerja 
yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang 
mempunyai kewenangan untuk pelayanan perijinan.  

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala 
Kantor. 

(6) Bagan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
BAB  IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 6 
 

(1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat menetapkan jabatan fungsional 
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

  

BAB V 
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ESELON 
 

Pasal 7 
 

(1) Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa 
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IVa. 
 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

 

Pasal 8 
 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

BAB VII 
TATA KERJA 

 

Pasal 9 
 

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dan kelompok jabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing 

 

Pasal 10 
 

Pimpinan satuan organisasi di lingkungan kerjanya mempunyai kewajiban : 
a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan; 
b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; 
d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan. 
  

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 11 
 
Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB  IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 12 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis  
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
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Pasal 13 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang. 
 
 
 Ditetapkan di Pemalang         

 pada tanggal 5 Desember 2008             

 
 BUPATI PEMALANG, 

 
 Cap ttd 

 
 
 H.M. MACHROES 

 
Diundangkan di Pemalang          

pada tanggal 24 Desember 2008  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PEMALANG  

 
Cap ttd  

 
 

SUMADI SUGONDO  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
 

NOMOR 21  TAHUN  2008 
 

TENTANG 
 

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG 
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I. UMUM 
  

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan 
masyarakat dibidang perizinan dibentuk Unit Pelayanan Perijinan Terpadu 
dengan Peraturan Daerah. Untuk itu Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 
Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan dan Investasi pada 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu  
Kabupaten Pemalang. 

  
II. PASAL DEMI PASAL 

  

 Pasal  1 
  Cukup jelas. 
 Pasal  2 
  Cukup jelas. 
 Pasal  3 
  Cukup jelas. 
 Pasal  4 
  Cukup jelas. 
 Pasal  5 
  Cukup jelas. 
 Pasal  6 
  Cukup jelas. 
 Pasal  7 
  Cukup jelas. 
 Pasal  8 
  Cukup jelas. 
 Pasal  9 
  Cukup jelas. 
 Pasal  10 
  Cukup jelas. 
 Pasal  11 
  Cukup jelas. 
 Pasal  12 
  Cukup jelas. 
 Pasal  13 
  Cukup jelas. 

 
 
 
 
 
 
 

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



 8 

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
NOMOR 21  TAHUN 2008 
TANGGAL  5  DESEMBER 2008  

 
 
 
 

SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 

KABUPATEN PEMALANG 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI PEMALANG, 
 
 

Cap ttd 
 
 

H.M. MACHROES 

KEPALA KANTOR/ 
SEKRETARIS 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SEKSI KAJIAN, 
INFORMASI 

DAN 
PENGADUAN 

SEKSI 
PERIJINAN 

SEKSI 
PELAYANAN 

TIM 
TEKNIS 
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